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RINGKASAN 

 

Pertama pengaturan sanksi hukum bagi penyidik (anggota kepolisian) yang tidak memasukkan 

alat bukti, tidak diatur secara tegas maupun khusus dalam suatu peraturan, tetapi hal tersebut 

tersebut dapat kita temukan dalam berbagai peraturan, baik peraturan internal kepolisian, 

maupun dalam peraturan umum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti 

dikenakan sanksi atau hukuman disiplin, sanksi pelanggaran kode etik dan hukum pidana yang 

berlaku. Kedua, Upaya hukum yang dapat dilakukan korban yakni dapat melakukan pengaduan 

ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, karena adanya unsur pelanggaran prosedur 

atau penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Kedua, korban juga bisa melaporkan ke Markas 

Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserses Kriminal Peraturan Negara 

Republik Indonesia. Ketiga, korban juga bisa melaporkan ke Komisi Kepolisian Nasional. 

Oleh sebab itu, perlunya pembaharuan atau pengaturan baru secara spesifik yang mengatur 

tentang sanksi hukum bagi penyidik yang tidak melakukan tugasnya dengan benar, seperti tidak 

memasukkan alat bukti pada sebuah proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual dan 

sebagainya. Selanjutnya sebaiknya pihak kepolisian ketika ada laporan pengaduan dari korban 

maupun masyarakat, diharapkan bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel sebagai 

aparat penegak hukum.    
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Pidana Kekerasan Seksual”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 

Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. 

Rahmida Erliyani, S.H., M.H. 101 halaman. 

 

ABSTRAK 

 

Kata Kunci :  Alat Bukti, Penyidikan, Sanksi Hukum, Upaya Hukum. 

 

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Sanksi Hukum Terhadap Penyidik Yang Tidak 

Memasukkan Alat Bukti Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk 

mengkaji dan menganalisis sanksi hukum terhadap penyidik yang tidak memasukkan alat bukti 

dalam sebuah proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual serta Untuk mengkaji dan 

menganalisis upaya hukum yang bisa dilakukan oleh korban ketika penyidik tidak melengkapi 

alat bukti dalam proses tindak pidana kekerasan seksual. Adapun jenis penelitian yang penulis 

gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (Case 

Approach). 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Pengaturan sanksi hukum bagi penyidik 

(anggota kepolisian) yang tidak memasukkan alat bukti, tidak diatur secara tegas maupun 

khusus dalam suatu peraturan, tetapi hal tersebut tersebut dapat kita temukan dalam berbagai 

peraturan, baik peraturan internal kepolisian, maupun dalam peraturan umum yakni Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti dikenakan sanksi atau hukuman disiplin, 

sanksi pelanggaran kode etik dan hukum pidana yang berlaku. Kedua, Upaya hukum yang 

dapat dilakukan korban yakni dapat melakukan pengaduan ke Divisi Profesi dan Pengamanan 

(Propam) Polri, karena adanya unsur pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenang 

oleh penyidik. Kedua, korban juga bisa melaporkan ke Markas Besar Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Badan Reserses Kriminal Peraturan Negara Republik Indonesia. Ketiga, 

korban juga bisa melaporkan ke Komisi Kepolisian Nasional. 
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Investigators Who Do Not Include Evidence In The Process Of Investigating 

Criminal Sexual Violence”. Master Program in Law, Faculty of Law, Postgraduate 

Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Prof. Dr. Hj. Rahmida 

Erliyani, S.H., M.H. 101 pages. 

 

ABSTRACT 

 

Keywords : Evidence, Investigations, Legal Sanctions, Legal Remedies. 

 

The aim of the thesis research entitled Legal Sanctions Against Investigators Who Do Not 

Include Evidence in the Process of Investigating Crimes of Sexual Violence is to examine and 

analyze legal sanctions against investigators who do not include evidence in the process of 

investigating criminal acts of sexual violence and to study and analyze the legal remedies that 

have been implemented. can be carried out by victims when investigators do not complete the 

evidence in the process of criminal sexual violence. The type of research that the author uses 

is normative legal research. The approach in this research uses the Law approach and the Case 

Approach. 

The research results obtained are: First, the regulation of legal sanctions for investigators 

(police members) who do not include evidence is not regulated expressly or specifically in a 

regulation, but we can find this in various regulations, both internal police regulations and in 

general regulations, namely the Criminal Code (KUHP). Such as being subject to sanctions or 

disciplinary penalties, sanctions for violating the code of ethics and applicable criminal law. 

Second, the legal remedy that the victim can take is to make a complaint to the National Police's 

Professional and Security Division (Propam), because there are elements of procedural 

violations or abuse of authority by investigators. Second, victims can also report to the National 

Police Headquarters of the Republic of Indonesia, the Criminal Investigation Agency of the 

Republic of Indonesia State Regulations. Third, victims can also report to the National Police 

Commission. 
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